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Pajak Jadi Reb utan
PERALIHAN kewenangan dalam pqnzman m, pajak galian C merupakan sal atu
sejumlah urusan bidang ESDM ini t B | patan utama kaxgn@ mexmhh rsi
yabakal pelik. Sebab, Provinsi Bali juga tidak i 60 persen dari PAD-nya. :
mau hanya sebatas memiliki kewenangan "Mestinya, UUPa]ak Daexah dan Rem usi
dalam perizinan dan pengawasan, tapi juga aehrh dlubah juga =
§?al pajaknya. Padahal, untuk Karangas-- 1 | - » Baca Pajak... H. 31
n PAJAK... Sementara itu, Pemkab Bangli juga tidak ada
s masal ]1ka perizinan maupun pajak galian C
- Pagsungan dari Hal 21 diaj il alih provinsi. Sebab, selaxfxa ml%e ab
Masak pajaknya di sana, izinnya di sini,” kata  Bangli tidak memiliki perda soal izin maupun
- KepalaBadan Penanaman Modal dan Perizinan  pajak pertambangan. Menurut Kepala Bagian
Daerah Bali Ida Bagus Made Parwata kepada Sumber Daya Alam yakni Made Ari Pulasarij ter-
koran ini Rabu lalu (23/9). dapat 19 lokasi tambang yang tersebar di wil yah
Meski demikian, Pemkab Karangasem belum  Kintarnani dan semuanya tidakmengantongilizin.
ambil pusing. Pasalnya, pajak usaha pertamban-  ”Karni tidak memiliki perda galian C,” aku Ari.
gan itu tetap masuk ke Pemkab Karangasem. Ldka pertambangan galian C tersebut arjtara
"UU tersebut sebatas mengatur pengeluaran lai bar kebanyakan di Desa Songan, Batur,
izin. Termasuk tanggungjawab kerusakan juga serta Yeh Mampah. Sejauh ini tidak ada tindaka
ada di provinsi,” tandas Kepala Bagian Ekonomi  tegas, ;ﬁelamkan sebatas sosialisasi kepada pa
Setda Karangasem, I Wayan Sutrisna: pengu dan juga para pekerja agar melarang
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan = men akan alat berat, namun saat ditelusur
Karangasem, I Nengah Toya juga menyatakan,  masih banyak menggunakan alat berat,
UU 23/2014 tak memengaruhi pendapatan ka- “Saat ini para pengusaha tambang ada beber-
bupaten Karangasem. “Kecuali adaaturan baru, apa yang diperiksa oleh Polda Bali. Dul ya
pajaknya masuk ke provinsi, baru (Karangasem) sempat dilakukan penindakaria.paratképo
merugi. Sampai sekarang masih tetap masukke - dansempatberhenti, tapi hanya semmggu )a,
~daemh—-ﬁambung Toya—r—-— - lalulanjut lagi,’ jelasnya. . .
Toya pun merinci, lebih dari 60 persen pa]ak Sementara Sekkab Bangli IB Giri Putra dikon-
di Karangasem, disumbangkan sektor galian firmasi terpisah mengatakan, dulu sempat ada
C. Itu terjadi hampir setiap tahun. Termasuk dtutan di Bangli yang memperbolehkan per-
pajak tahun 2014. Dari realisasi pajak sebesar an. Rata-rata hampir semua tertib dan
Rp 135 miliar, sebesar 62 persen disumbang- Z}p tongl izin usaha pertambangan (IUP),
kan pajak galian C. Untuk PAD (Pendapatan .'hadya‘ka]a izin tersebut tidak diperpanjang
Asli Daerah) tahun 2014, sebesar 34 persen uhin% ga aturan pertambangan dihapus. Sejauh
dari realisasi PAD sebesar Rp 239 miliar, be- emkab Bangli hanya melakukan pemyng-
rasal dari galian C. “Slsanya, ada pajak hotel utan retribusi pada kendaraan truk pengangkut
dan lain sebagainya,” pungkas Toya. pasl(r (kadek mqnawan/zulﬂka rahman/yor)
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mana guru SMA/SMK juga
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rovinsi. Dia berharap, |
n/kotajuga bisamenyer-
ahkamenagatelqus men}-
' bidangi ESDM ini bisa
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‘ Kabnd ESDM Dmas PU Bali
Putu Gede Budiana menam-
bahkan, bidang ES[PM yang
akanmenjadlpotensi

| PtévmmBahudak ) yaair
tanah dan galian C. Juga akan
mencakup pengeboran
gan, hingga ketenagalistrikan.
Apalagi, Bali juga memiliki be-
bempapembanghthsﬁlkm

”Bahkan, beberapa ‘waktu
lalu dari Coca Colzi ‘sempat
ajukan izin. Tapi, k
bisa, karei'la per.
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Budiana pun mengakui, yang
menjadi persoalai adalah
mengenai personel. takan,
Bidang ESDM hanya memili-
ki masing-masing s ahli di
bidang geologi, tambang, sipil
dan arsitektur. Bahkan, para ahli

semua, dan termasuk dia sebagai
ahhgeologl. Sed tidakada
staf di masing-masing seksi yang
memiliki keahlian khusus dalam
bidang tertentu. Tiga seksi itu
adalah Seksi Pertambangan dan
Geologi yang membidangi mas-

alahair tanah dan pertambangan,
Seksi Energi yang membawahi
soal ketenagalistrikan, dan Seksi
Perencanaan dan Pengawasan.

Padahal, kalau pelimpahan ke-
wenangan seluruh kabupaten/
kota di Bah dllakukan kata dia,

-"mi.amuwpamogiaini ina
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\di bidang ESDM ke provinsi,
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Didampingi Ka uBg Pro- ':'

duksi Daerah, Dewa
Agung Pemayuxf
menyebutkan, ]ur’nﬂ

capai 86 perusaha

sebanyak 52 di antaranya, tidak
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di Kecamatan Kubu s

annya,

Selat (18), dan Bebandem (28).

“Nanti, perusahaan yang ti-

dak mengantongi TUP menjadi
kewenangan provinsi, ditindak

anyak
- 37 perusahaan, Rendang (3),
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Ariana juga meminta,

tidak setuju,” pungkas Afian:
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